@lolele

TUGA AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI PERATUF N DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENER IBAN
TERNAK DI KAF"'PATEN PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

UNIVERSITAS TERBUKA
TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik

Disusun Oleh :

NUR SYAM RULLAH
NIM. 500655387

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka


User5
Stamp


43711.pdf

Ul...ERSITAS . ...3UKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010
Tentang Pengawasan Dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu Provinsi
Sulawesi Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip

maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian har ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka
saya bersedia menerima sanksi akademik

Majene, ................ 2018

Yang menyatakan

TEMPEL ¥ .
Bb 1AFF064748698
ENAMRIBURUPIAH >

( NUR SYAM RULLAH )
NIM. 500 655 387

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf

ABS1..ACT

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 03 YEAR
2010 REGARDING LIVESTOCK SUPPORTING AND PURPOSE IN
PASANGKAYU DISTRICT WEST SULAWESI PROVINCE

Nur Syam Rullah

syamrullah@gmail.com

Graduate Program
Indonesia Open University

Writing of this research aims to explain the implementation of public policy that
has not run effectively and efficiently due to all the conditions and determinants
of public policy implementation that has not been fully fulfilled in supporting the
implementation of a public policy. Ineligible implementation in a policy is due to
interpretation of the objectives of a policy, the resources of consistency and
professionalism of the implementor. When the policy is not implemented with the
intended purpose then the implementation will not mean anything. The policies in
the form of the program are prioritized over the regulation of regional regulations.

This research uses qualitative and descriptive method. From the research that has
been done shows that Implementation of Regional Regulation No. 03 of 2010 on
Supervision and Control of Livestock in Pasangkayu has not run effectively. This
is based on the lack of socialization, inconsistency of the implementation, the lack
of firmness of local government and the lack of adequate facilities and
infrastructure in implementing the regulation

Keywords : development, responsibility, interpersonal relationships, working
conditions, job satisfaction, rewards, motivation
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERNAK DI
KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

Nur Syam Rullah

syamrullah@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memaparkan implementasi kebijakan
publik yang belum berjalan secara efektif dan efisien disebabkan karena segala
syarat dan faktor penentu implementasi kebijakan publik yang belum terpenuhi
seluruhnya dalam menunjang pengimplementasian suatu kebijakan publik. Tidak
maksimalnya implementasi dalam suatu kebijakan dikarenakan penafsiran tentang
tujuan suatu kebijakan, sumber daya Kkonsistensi dan profesionalisme
implementor. Ketika kebijakan tidak diimplementasikan dengan tujuan yang telah
ditetapkan maka implementasi tersebut tidak akan berarti apa-apa. Kebijakan yang
berbentuk program lebih diprioritaskan daripada kebijakan berupa Peraturan
Daerah yang bersifat pengaturan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berbentuk deskriptif. Dari
penclitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Ternak di
Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat belum berjalan secara efektif. Hal
ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, tidak
adanya ketegasan pemerintah daerah dan tidak tersedianya sarana dan prasarana
yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci : pengembangan, tanggung jawab, hubungan interpersonal, kondisi
kerja, kepuasan kerja, imbalan, motivasi
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografi Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Pasangkayu dengan ibukota Pasangkayu termasuk salah satu
kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Selatan. Kabupaten
Pasangkayu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju terlétak 719
kilometer dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari Palu ibukota
Sulawesi Tengah dengan jarak 130 Km, waktu tempuh sekitar 3 jam. Dengan
waktu tempuh yang lebih dekat itu membuat sebagian masyarakat apabila ingin
ibukota propinsi memilih ke Palu terlebih dahulu kemudian naik pesawat keA
Makassar. Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 Km2.

Secara geografis Kabupaten Pasangkayu terletak pada posisi 0° 40° 10” -
1° 50° 12” Lintang Selatan dan 119° 25> 26” - 119° 50° 20” Bujur Timur dari
Jakarta (0° 0° 0” Jakarta = 160° 48’ 28" Bujur Timur Green Wich) dengan luas
wilayah sebesar 3.043,75 KM Batas wilayah Kabupaten Pasangkayu secara
administratif dan diuraikan sebagai berikﬁf :

. » Sebelah Utﬁm : Berbétasan-Déngan Kab. Doggala, Prov. Sui-Teng
® | S.eﬁelah Selatan: Berbatasan Dengan Kab. Mamuju, Prov. Sul-Bar
e Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kab. Luwu Utara , Prov.Sul-Sel
e Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Selat Makassar
Kabupaten Pasangkayu merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu

bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf

46

menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001.
Jarak Pasangkayu, yang juga ibukota kabupaten dengan ibu kota Provinsi
Sulawesi Barat sekitar 276 kilometer. Jarak yang relatif dekat itu menghabiskan
waktu tempuh 4-5 jam.

Dalam bidang ekonomi Kabupaten Pasangkayu bergantung pada sektor
pertanian. Konstribusi pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB)
Kabupaten Pasangkayu tahun 2002 tercatat Rp 238,67 miliar. Nilai ini setara

dengan 78,32 persen total kegiatan ekonomi Rp 304,72 miliar. Dalam sektor

pertanian, perkebunan menjadi roda penggerak utama. Kegiatan ekonomi di

bidang perkebunan menghasilkan tidak kurang dari 195,62 miliar.

Kabupaten Pasangkayu memiliki sekitar 4.100 hektar lahan perkebunan
rakyat kelapa dalam. Tenaga kerja yang terserap ke perkebunan ini sedikitnya
4.200 petani. Dari 4.158 pohon yang berproduksi, dihasilkan 4.794 ton kelapa
dalam. Daerah pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa dalam dikirim ke ibukota
Provinsi Jawa Timur itu melalui pelabuban rakyat seradu. Luas lahan seluruhnya
36.818 hektar dengan produksi tidak kurang dari 200.000 ton.

— Selain cocok tanaman perkebunan, tanah Kabupaten Pasangkayu juga baik
untuk jefuk. Tanaman itu tumbuh baik di kecamatan Pasangkayu, Sarudu, dém
Baras. Luas léhannya 1.026.250 hektar, dengan.lahan terluas di Sarudu. Dari luas
lahan itu terdapat sekitar satu juta pohon yang menghasilkan 94.942 ton jeruk.
Samarinda, Surabaya dan Manado menjadi pasar utama jéruk Kabupaten
Pasangkayu. Jeruk yang dihasilkan selanjutnya dikapalkan memalui Pelabuhan

Belang-Belang di Kabupaten Mamuju.
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B. IKim

Kondisi kawasan Kabupaten Pasangkayu meliputi kawasan terpencil,
pedalaman, pegunungan, dan kawasan pesisir. Kondisi curah hujan juga bervaﬁasi
sepanjang tahun 2009 dengan total curah hujan sebanyak 2.201 mrr;3 dan berkisar
antara 20 mm’ hingga 367 mm’. Curah‘ hujan sebanyak 20 mm’ terjadi pada bulan
.J uni, sedangkan sebanyak 703 mm’ terjadi péda bulan Nopember. Total hari hujan

pada tahun 2009 berkisar antara 6 hari hingga 17 hari tiap bulannya.

C. Administrasi

Kabupaten Pasangkayu secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12
kecamatan dan 59 Desa dan 4 Kelurahan Kecamatén__._Dapurahg merupakan
kecamatan terluas dengan luas 930,06 Km? atau 30,56% persen dari seluruh luas
wilayah Kabupaten Pasangkayu, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil
adalah Kecamatan Sarjo dengan luas 36,49 Km? atau 1,20% persen dari seluruh
luas wilayah Kabupaten Pasangkayu

Berdasarkan letek geografis kecamatan yang paling jéuh dari ibukota
kabupaten adalah Kecamatan Duripoku, dimana ibukota Kecamatan Duripoku
(Tammarunang), mempunyai jarak sekitar 101 Km dan ibukota kabupaten
(Pasangkayu). Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukbta kabupaten adalah

Kecamatan Pedongga yang berjarak sekitar 15 Km dari ibukota kabupaten.
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Tabel 2.2 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

97.05 03. 19'%

1 Sarudu 5
2 Dapurang 5 930.06 30.56 %
3 Duripoku 4 21725 07.14 %
4 Baras 6 275.12 09.04 %
5 Bulu Taba 7 432.65 1421 %
6 Lariang 7 81.65 02.68 %
7 Pasangkayu 6 310.91 10.21 %
8 Tikke Raya 5 262.61 08.63 %
9 Pedongga 4 92.09 03.03 %
10 Bambalamotu 6 243.65 08.00 %
11 Bamabaira 4 64.22 02.11 %
12 Sarjo 4 36.49 01.20 %

Sumber Dara Sekunder BPS 701 1

D. Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang merupakaﬂ salah satu aspek yang semakin mendapat
perhatian Pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di
daerah yang menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, semakin
disadari bahwa i)embangunan yang terarah dan terencana lokasinya akan
memberikan hasil yang lebih optimal secara regional. Untuk itu berbagai usaha
yang telah dilakukan Pemefintah untuk menata ruang secara lebih intensif.
Penataan ruang dllakukan pada berbagai tingkatan wilayah dan kota vang
mencakup aspek Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendahan
pemanfaatan ruang yang saling berkaitan.

Mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007 tent;ang Penataan ruang, bahwa
setiap daerah Kabupaten harus menyusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten

sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan
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desentralisasi dan otonomi daerah yang menitiberatkan kepada kewenangan
pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten, termasuk Perencanaan tata
ruang wilayah Kabupaten.

Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten merupakan upaya merumuskan

usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan

usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta
dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai
dalam kurung waktu tertentu dengan mengedepankan pada keterpaduan,
keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara kawasan wilayah Kabupaten
serta keserasian pembangunan antara sektor.

Rencana tata ruang wilayah adalah merupakan payunghukum yang bersifat
fleksibel artinya bahwa rencana pemanfaatan ruang harus mampu mengakomodasi
tuntutan perkembangan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan
stakeholder yang terkait, sechingga ketidakberdayaan tata ruang sebagai dampak
dari faktor eksternal dan internal maka diperlukan pemutakhiran rencana melalui

revisi rencana tata ruang.

E. Visi dan Misi Kabupaten Pasangkayu

- Visi 2020

“Terwujudnya Kabupaten Pasangkayu yang Lebih Sejahtera, Maju, dan
Bermartabat Berbasis Keberagaman™
Visi ini menekankan pada tiga hal mendasar, yaitu kesejahteraan,

kemajuan dan kemartabatan. Kesejahteraan dipandang dari perspektif
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masyarakat/komunitas, dan Kemajuan dilihat dari perspektif daerah/wilayah,
i | sedangkan kemartabatan dilihat dari perpektif penyelenggara pemerintahan.
Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan membaiknya taraf hidup masyarakat

. ; secara berkelanjutan, yang dilihat dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan.

| Kemajuan dacrah dicirikan oleh meningkatnya kinerja pembangunan daerah dan

meratanya  pelayanan publik. Adapun kemartabatan penyelenggaraan

pemerintahan diwwjudkan dengan pemerintahan yang baik (good governance),
; 5 senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, dan menjadi pengayom bagi seluruh

kelompok dan golongan tanpa diskriminasi.

| - Misi 2020
Untuk mewujudkan Visi yang telah kami uraikan di atas, kami
menawarkan Misi 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kescjahteraan masyarakat dengan mengupayakan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan
. j meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik, serta
membangun mental spiritual.

2. Mewujudkan kemzajuan daerah dengan mengoptimalkan potensi
su@berdaya lokal dan mendorong keteritbatan berbagai pemrangku kepentingan
(stakeholder) dalam pembangunan daerah.

3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan inklusif serta -

melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata-kelola

P pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan dimaksud juga harus

terbebas dari praktek- praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (clean government).
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F. Jumlah Penduduk

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangkayu

43711.pdf

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
NO Kecamatan . Uiwa)
Laki-laki Perempuan
2016 2016
1 [Sarudu 7,A73 7,157
2
3 |Duripoku 3,000 2,577
4
5 |BuluTaba 5,591 4,981
6 |t
7 |Pasangkayu 15,360 13,815
8 , 3 7
9 |Pedongga 4,056 3,710
10
11 |Bambaira 5,038 4,959
12
13 {Jumlah 83,784 77,248

Sumber : Data Sekunder BPS Tahun 2016

G. Jumlah Populasi Ternak Sapi Kabupaten Pasangkayu

Tabel 2.4 Jumlah Populasi Ternak Sapi Kabupaten Pasangkayu

51

. TAHUN (ekor)
- TERNAK
2016 2017
SAPI 8.628 3.801 8.889

Sumber : Data Sekunder Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu 2017
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Dengan berdasarkan pertimbangan sejarah, budaya, adat istiadat dan faktor
sosial, masyarakat Kabupaten Kabupaten Pasangkayu melakukan perubahan nama
dari Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu.

Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, pada 28 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah
menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di
Provinsi Sulawesi Barat.

“Nama Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom dalam wilayah
Provinsi Sulawesi Barat diub;1h menjadj Kabupaten Pasangkayu,” bunyi Pasal 1
PP tersebut.

Penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud,
menurut PP ini, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Selama jangka waktu
penyesuaian, nama Kabupaten Mamuju Utara masih bisa digunakan dalam
penyelenggaraan pemérintahan daerah.

PP ini mengmnanatkan Pemerintah i(ébilﬁaten Pasangkayu bersama
dengan Dewan Pérwaki]an 'Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu
mensosialisasikan pérubéh'an: nama Kabupaten Mamﬁju Utara menjadi Kabupaten
Pasangkayu. |

“Pendanaan yang diperfukan untuk melakéanakan perubahan nama dan

Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu dibebankan kepada
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kabupaten
Pasangkayu,” bunyi Pasal 4 PP ini.

Pelaksanaan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi
Kabupaten Pasangkayu sepanjang menyangkut instansi vertikal atau pemerintah
daerah provinsi, menurut PP ini, menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan
lembaga, atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,”
bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017, yang telah
diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 29

Desember 2017 itu.

II. HASIL PENELITIAN

A. Penjelasan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang
Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum

- Daerah menjadi landasan dalam membuat produk hukum. Dikatakan pada pasal 2

 bahwa Peraturan Daerah bersifat pengéturan dan ketetapan. . ..

© Untuk mewujudkan Kabupatén Paéangkayu ‘yang bersfh, in(iah dan tertib
serta menjaga keselarasan ekosistim lingkungan hidup dan alam sekitarnya,
perlu penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat
termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau

mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendin. Dalam rangka
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pemulihan ekosistim alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi,
pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar,
sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan peliharaan yang
banyak berkeliaran dimana-mana sering dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk
menerbitkan dan melarang bagi pemilik hewan ternak me]eﬁas dan
mengembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah
maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap
pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang
merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu
dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah
implementasi. Hal tersebut melukiskan bagaimana kegiatan dari suatu proses
penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan
menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang
djinginkaxi. Peraturan Daerah dapat berupa suafu ketetapan yang berbentuk
produk hukum atau-’ﬁndan.g-undang dan tennésuk juga Peraturan Daerah.
Berdasarkan yang tertuang dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah,
Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah
provinsi, kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan

aturan penjelas dan penjabaran lebih dari undang-undang yang lebih tinggi dengan
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memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan berlaku setelah diundangkan
dalam lebaran daerah. |

Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur
dan mengelola dacrahnya dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah
sebagai salah satu peraturan daerah dalam rangka melakukan tugas pembantuan.
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan persetujuan bersama dengan
DPRD Kabupaten Pasangkayu serta SKPD terkait membuat Peraturan Daerah
yang berkaitan dengan ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang penulis akan
deskripsikan sebagai berikut :

Dalam mengelola dan mengatur daerahnya dalam hal ini yang berkaitan
dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya di bidang peternakan,
pemerintah Kabupaten Pasangkayu membuat Peraturan Daerah No 03 Tahun
2010 yang isinya kurang lebih sebagai benikut : (Lampiran)

Dalam Peraturan Daerah hewan tentang ketentuan pemeliharaan hewan
ternak Kabupaten Pasangkayu poin penting dari Peraturan Daerah tersebut adalah
sebagai bernikut :

a. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Kabupaten AKabupaten

VPasangkayu atas Persetujuan bersama dengan Bupati Kabupaten

Pasangkayu.

b. Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu adalah pelaksana Peraturan Daerah

tersebut.
c. Hewan Temnak adalah yang produk dagingnya diperuntukan sebagai

penghasil pangan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf

56

d. Pengelompokan jenis-jenis hewan temak seperti, hewan temak kecil

(kambing, domba dan babi), hewan ternak besar (kuda, kerbau, dan sapi)

e. Berisi tentang tata cara pengembangbiakan, pengenda]iah dan
penyetoran.

f. Berisi tentang  peraturan yang berkaitan dengan kesehatan hewan,
gangguan ketertiban umum yang disebabkan pengelolaan dan pemeliharaan
hewan ternak.

g. Jenis-jenis pelanggaran yang mengakibatkan pemberian sanksi.

h. Sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah.

B. Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan
- dan Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Pasangkayu

Edward III mengatakan bahwa tahapan penting dalam siklus kebijakan
publik adalah implementasi kebijakan. Dari kasus yang terjadi memperlihatkan
bahwa hirarki implementasi sangat penting artinya karena suatu peraturan tidak
akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengaﬁ baik dan benar. Dalam
mencapai tujuan atau sasaran itu sendiri tahap dimana suatu kebijakan
dilaksanakan secara maksimal merupakan bagian dari imp]eméntasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu telah menge]uarkan kebijakan
berupa Peraturan Daerah .yang mengatur tentangA peraturan  ketentuan
pemeliharaan hewan ternak dalam lingkup wilayah administratif Kabupaten
Pasangkayu. Karena Peraturan Daerah tersebut telah di tetapkan dan disahkan
dan diberlakukan pada tanggal 06 Februari 2009 maka kebijakan tersebut harus

diterapkan untuk mencapai tujuan utama Peraturan Daerah tersebut dibuat.
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Penulis menggunakan teori Edward III dalam melihat Implementasi Peraturan
‘Daerah No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak di
Kabupaten Pasangkayu. Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang

menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu

komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Berikut ini penulis akan memberikan uraian mengenai
pengimplementasian Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten

Pasangkayu.

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator
kepada komunikan. Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat
kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors)
merupakan suatu proses komunikasi kebijakan.

Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka
akses informasi. Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atan
peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluaéan bagi Peraturan
Daerah dan Peraturan perundang-undangan dbawahnya dilakukan sesuai
dengan periniah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 -VTahun 2011 tentang»
Pembentukan Peraturan .perundang-undangan yang menyatakan bahwa :
Penyebarluasan  Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan
bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahwi Peraturan
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Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami ‘isi
serta maksud yang terkandung di dalamnya.Penyebarluasan dapat dilakukan
melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang
bersangkutan serta media komunikasi langsung. Jadi suatu produk hukum daerah
berupa Peraturan Daerah seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh__.
komponen yang terkait didalamnya.

Pemerintah dacrah Kabupaten Pasangkayu menggunakan beberapa
dimensi untuk mengetahui sejauh mana keefektifan komunikasi yang telah
dilakukan :

a. Transmisi
Format transformasi memaksudkan agar informasi tidak hanya untuk
disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok
sasaran dan pihak yang terkait. Peraturan Daerah tentang ketentuan hewan
ternak telah disosialisasikan dan kepada pihak terkait, karena dalam
pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan
Ternakj ini melalui proses yang panjang dimulai dﬁﬁ perumusan atau
penyusunan rancangan Peraturan Daerah dimana pemerintah Kabupaten
Pasan'gkéyu memberikan tanggung jawéb kepada dinas pertanian Kabupaten
Pasangkayu, kemudian naskah akadernik yang téiah selesai dibuat diserahkan
kepada bagian hukum pemda Kabupaten Pasangkayu yang selanjuinya akan
diserahkan dan diajukan ke DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk dibahas dan
ditetapkan, kemudian dicatatat dalam lembaran daerah sebagai produk hukum

daerah Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan uraian diatas kita dapat
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menyimpulkan bahwa suatu Peraturan Daerah dari proses penyusuanan
sampai pada tahap pengesahan melalui beberapa tahap yang panjang sehingga
tidak ada alasan lagi bagi instansi terkait untuk tidak mengetahui dan
memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 ini
dibuat.

Sosialisasi Peraturan Daerah diﬁngkat pelaksana atau implementor ini
telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 22 Februari
2010. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pertanian yang djtunjuk oleh
Bupati Kabupaten Pasahgkayu sebagai panitia pelaksana, dilaksanakan di
aula kantor Sat. Pol-PP Kabupaten Pasangkayu yang dihadiri oleh Bupati
Kgbupaten Pasangkayu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pasangkayu,
DPRD Kabupaten Pasangkayu, Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu,
Kodim 1418 Kabupaten Pasangkayu, Polres Kabupaten Pasangkayu,
Kejaksaan Kabupaten Pasangkayu dan Peternak disekitar wilayah Kecamatan
Pasangkayu dan Bambalamotu. Dalam pertemuan ini membahas tentang
sosialisasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan
Penertiban Hewan Ternak tersebut.

Sedangkan sosialisasi Peraturan Daerah hewan ternak kcpadé

- kelompok sasaran atau masyarakat Kabupaten Pasangkéyu.khususnya warga

yang memiliki hewan ternak, selain dihadirkan pada pertemuan dikantor Sat.
Pol-PP Kabupaten Pasangkayu (pemilik hewan ternak disekitar kecamatan
Pasangkayu, ibukota Kabupaten Pasangkayu), juga disosialisasikan langsung

oleh aparat Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu. Sebagaimana yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf

60

disampaikan oleh salah satu pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten
Pasangkayu berinisial N, beliau mengatakan :

“penyampaian informasi tentang adanya perda penertiban hewan
ternak felah kami sampaikan dalam bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasinya
biasanya bersamaan dengan adanya monitoring ke kelompok dalam rangka
pemberian vaksin atau vitamin ke hewan ternak yang dilakukan oleh Dinas

Pertanian Bidang Peternakan.”

(Wawancara, 10 Januari 2018)

Dimensi Kejelasan Informasi

Informasi yang akan diberikan sebaiknya jelas dan mudah dipahami,
unfuk menghindari adanay kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan itu
sendiri, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi
kebijakan. Penekanan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang
Pengawasan dan Penertiban Hewan Témak yaitu pada penertiban hewan
ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketentraman sosial. Setelah
Peraturan Daerah ini diundangkan pada tahun 2010 sampai sekarang tahun
2018 aparat pelaksana dan masyrakat memahami bahwa fokus Peraturan
Daerah ini adalah masalah hewan ternak yang berkeliaran yang menggangu
ketertiban umum jadi seluruh ﬁpaya yéng dilakukan oieh iﬂlplementor adalah
agar bagaimana meminimalisir ternak yang berkeliaran agar tidak menggangu

ketertiban umum.
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Konsistensi Informasi

Kejelasasn informasi sangat perlu dalam penyampaiannya sehingga
tidak menimbulkan kebingungan pada pengemban kebijakan atau kelompok
sasaran yang dimaksudkan maupun pihak terkait.

Informasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Pengawasan
dan Penertiban Hewan Ternak sudah jelas bahwa tujuan Peraturan Daerah ini
adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan hewan ternak.
Pengemban kebijakan atau kelompok sasaran yamg dimaksudkan, maupun
pihak terkait sudah mengetahui maksud tujuan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan tinjauan dan hasil wawancara di lapangan yang penulis
temui adalah sebagaian masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah
tentang hewan ternak ini walaupun penulis belum menjelaskan secara
terperinci sebagaimana dalam kutipan berikut ini yang disampaikan oleh
seorang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu berinisial AK :

“mengenai perda penertiban hewan memang sudah ada di kabupaten
pasangkayu, biasa kami likat Satpol PP pergi kejar-kejar sapi di sekitar
kompleks perkantoran bupati”

(Petikan Obrolan , 10 Januari 2018)

Dari- hasil petikan diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat telah
mengetahui' maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang hewan ternak ini

dibuat.
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Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan
bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan
serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan
aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk
melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut.
tidak akan efektif.

Sebagai daerah otonom Kabupaten Pasangkayu tentunya mempunyai
sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat termasuk
dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum
daerah Sumberdaya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat
digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya
ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan
kewenangan yang dijelaskan sebagai benkut :

a. Sumber Daya Manusia
Keberhasilan suatu implementasi kebijakan berdasarkan pada dukungan dari
- sumber daya manusia yang éukup kualitas dan kuantitasnya.. Kualitas sumber
"daya manusia berkaitan dengan keterampi]an, dedjll(aé,Apr(.)f.esiona]itas, dan
kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah
sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh

kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sumber daya
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manusia, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya
manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Staf dan Skill

Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atan aparat pelaksana apakah
sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor
kebijakan. Ketersedian jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu
kebijakan. Salah satu kegagalan yang terjadi pada penerapan suatu
implementasi kebijakan adalah staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun
tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah staf yang memadai belum
menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai
ketrampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing.

Peraturan .Daerah No 03 Tahun 2010 Kabupaten Pasangkayu dirancang dan
diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, yang otomatis
mempunyai andil besar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah
tersebut. Jumlah Pegawai Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu dapat

kita lihat pada uraian berikut ini :

Tabel .2.5 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu :

No Keterangan Jumlah

1 Pejabat Eselon II B 1 Orang

2 "Pejabat Eselon TII A 1 Orang

3 Pejabat Eselon 111 B 5 Orang
4 Pejabat Eselon IV A 17 Orang
6 Staf Dinas 88 Orang
Jumlah 112 Orang

Sumber : Data Sekunder Dafiar Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kabupaten

Pasangkayu Tahun 2018
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Daftar jumlah pegawai diatas tidak seluruhnya terlibat dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah hewan ternak tersgbut karena
dibagi atas lima bidang yaitu Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan,
Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura dan Bidang Pefkebunan. Jadi
hanya bagian peternakan saja yang terlibat dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang
Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak tersebut. Selain .dinas
pertanian  kabuapaten Kﬁbupaten Pasangkayu dalam menegakan
Peraturan Daerah Hewan ternak aparat satpol PP juga ikut terlibat
sebagai pelaksana lapangan (razia hewan temak). Adapun jumlah
personel Satpol-PP berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu
pegawai Satpol-PP Kabupaten Pasangkayu berinisial MH sebagai
berikut:
“Jumlah personil kami di kesatuan Sapol-PP dan Damkar Kabupaten
Pasangkayu sekitar kurang lebih 200 personil, tapi kalaw pas ada
perintah untuk melakukan razia hanya sekitar 15-30 orang saja ini
dikarenakan karena kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemda”
(Wawancara, 11 Januari 2018)
Koordinasi juga dilakukan di kecamatan, para Lurah dan Kepala Desa,
Polsek dan Kofa.mﬂ diseluruh  wilayah adminstratif Kabupaten
Pasangkayu sebagai kepala wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

dalam hal penegakan Peraturan Daerah hewan temak di Kabupaten

Pasangkayu, terutama dalam hal himbauan kepada masyarakat agar
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mengurus dan menjaga hewan temaknya agar tidak mengganggu

ketertiban umum.
Anggaran
Anggaran berperan penting dalam keberhasilan suatu penerapan implementasi
kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak
akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.
Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban
Hewan Ternak di Kabupaten Pasangkayu dalam implementasinya tidak ada
anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBD Kab Kabupafen
Pasangkayu. Anggaran dalam penegakan Peraturan Daerah ini hanya
dialokasikan melalui anggaran operasional Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait sechubungan dengan itu berikut hasil wawaﬁcara penulis dengan
salah satu pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu berinisial H :

“tidak adanya sosialisasi khusus untuk peraturan daerah tersebut, karena
memang tidak dianggarkan. Biasanya kalau ada pegawai dari Dinas
Pertanian yang melakukan kunjungan ke kelompok ternak kami sisipkan
waktu untuk melakukan sosialisasi”

(Wawancara, 10 Januari 2018) .
Pihak Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu juga membenarkan
bahwa tidak adanya alokasi anggran khusus untuk penegakan kebijakan ini.
Dalam Peraturan Daerah ini salah satu pasal menjelaskan bahwa hewan
ternak yang terjaring razia ditampung dikandang yang lokasinya

ditentukan  oleh bupati. Namun karena tidak adanya anggaran maka hewan
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ternak yang terjaring razia tidak pernah diamankan lebih dari 24 jam dengan
alasan tidak adanya biaya perawatan (makanan, obat, dan lain sebagainya).
Disposisi |

Disposisi atau sikap merupakan suatu perilaku dari elemen- elemen suatu
kegiatan implementasi kebijakan agar dapat menyelaraskan adanya penumbuhan
perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah
pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk
program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan.

Dalam mewujudkan suatu kebijakan implementasi, perilaku atau karakter
sangat berperan penting agar tercapainya tujuan yang dimaksudkan. Karakter
yang dimaksudkan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran
dibutuhkan membuat bagi implementor dalam mencapai tujuan program yang
telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan
akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang,
fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam hal implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tenfang
Pengawasan dan Penertiban Hewan Termak di Kabupaten Pasangkayu disposisi

atau sikap - implementor belum seutuhnya' mendukung dan menjalankan

- tupoksinya dengan baik. Sangat jelas bahwa ‘Dinas Pertanian Kabupaten

Pasangkayu sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah tersebut dibantu oleh
Satpol-PP dan Damkar sebagai aparat penegak suatu Peraturan Daerah.
Sejauh ini selama Peraturan Daerah Hewan ternak ini dibuat pada

tanggal 06 Februari 2009 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari tahun 2010
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sampai sekarang (tahun 2018) penegakan Peraturan Daerah ini belum maksimal
disebabkan karena pelaksana kebijakan atau aparat hanya turun langsung
kepalangan secara insidentil. Jadwal yang belum paten terbuat dan ditetapkan
mengakibatkan dalam melakukan razia dan sosialisasi kepada masyarakat tidak
terkontrol dengan baik schingga ada indikasi bahwa aparat dari OPD masih
pragmatis dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut.

Adapun diwilayah Kabupaten PMgkayu selain kecamatan Pasangkayu
dan Bambalamotu menurut Bapak MH salah satu pegawai Satpol-PP dan Damkar
berkaitan dengan sikap disposisi pelaksana implementor div\zi]ayah kecamatan
belum efektif sesuai petikan wawancara berikut ini :

“dalam penegakan Peraturan Daerah baik wilayah kecamatan sampai di
tingkat desa belum efektif, karena mereka masih menganggap bahwa hewan
ternak tersebut tidak terlalu mengganggu”

Wawancara, 11 Januari 2018)
Senada dengan itu pemyataan salah satu petemak ibu Hj. Hafida di Kecamatan
Bambalamotu sebagaimana petikan wawancara berikut :

“siapa mau kasih makan sapiku kalau kuikat di kebun atau di belakang

rumah karena saya juga ini banyak kukerja. Daripada saya ambilkan makanan

 lebih baik kulepas saja nanti sore lagi baru kucari untuk kubawa pulang”

WaWancara, 11 Januari 2018)

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah masih banyak ditemukan.
Misalnya pada bulan Desember 2017 razia gabungan dilakukan oleh aparat

gabungan yang diinstruksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu yang
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diikuti oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Satpol-PP dan Damkar,
turun langsung merazia (pada tanggal 12 Desember 2017) hewan ternak
yang berkeliaran di sekitar taman kota dan kantor Bupati Kabupaten Pasangkayu.
Dalam razia tersebut berhasil menjaring 7 ekor hewan ternak yang
dimiliki oleh 1 orang peternak. Dari hasi razia sikap tegas ditunjukan oleh aparat
petugas dengan dibuatanya surat pernyataan (terlampir) bagi pemilik ternak yang
berisi sanksi denda sesuai dengan aturan yang berlaku apabila ditemukan hewan
ternak yang berkeliaran diwilayah kota Kabupaten Pasangkayu. Memberikan efek
jera kepada pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran dan

mengganggu ketertiban umum merupakan salah satu bentuk disposisi positif oleh

- implementor yang bertujuan menegakkan kebijakan publik.

Struktur Birokrasi

Dalam implementasi suatu kebijakan publik, struktur birokrasi meliputi
dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah
mekam'smé, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart
operation Vprocedur (SOP). Dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan

tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan diperlukan SOP sebagai

_panduari untuk implementator. Aspek yang kedua yaitu struktur birokrasi,

panjangnya sﬁ'uktur -birokrasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan
menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjuinya akan
menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Kebijakan yang berbentuk program yang harus mempunyai prosedur dan

standar operasional agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang
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telah ditetapkan, berbeda dengan peraturan daerah yang merupakan suatu
produk hukum daerah yang bentuknya bersifat pengaturan yang sudah masuk
dalam wilayah teknis pelaksanaan dan tidak memerlukan SOP.

Berdasarkan isi penjelasan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Temak Kabupaten Pasangkayu, maka
struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut maka
dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab kebijakan, pemerintah daerah
" dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait.
2. Insatansi terkait yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah

Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu yang fungsinya adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran kebijakan dalam hal
ini seluruh peternak dan rumah tangga peternak di Kab Kabupaten
Pasangkayu.

- Sebagai tempat pengaduan masyarakat yang berkaitan tentang masalah
hewan ternak, misalnya hewan ternak yang berekeliaran dan hewan
ternak yang terjangkit penyakit atau virus.

- Menindaklanjuti laporan dan pengéduan ~ masyarakat dan
mengkordinasikan dengan pihak terkait. _- o

3. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004

Tentang Otonomi Daerah pada pasal 148 ayat 1 bahwa Untuk membantu

kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi
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Pamong Praja. Jadi Satpol-PP Kabupaten Pasangkayu berkewajiban
melakukan upaya untuk menegakan dan memberikan tindak tegas terhadap
pelaku pelanggar aturan yang terkandung dalam Peraturan Daerah No 03
Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak.
Sementara untuk pemberian sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam
Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban
Hewan Ternak dilakukan oleh penyidik dimana penyidik adalah penyidik
yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Namun menurut Kepala Satpol-PP dan
Damkar Kabupaten Pasangkayu, sanksi bagi pemilik ternak yang
melanggar Peraturan Daerah belum pemah dilaksanakan hanya sebatas
membuat surat pernyataan (terlampir), adapun sanksi berupa denda dan
kurungan belum pernah dilaksanakan.

Berikut petikan wawancara penulis dengan bapak MH salah satu pegawai
Badan Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu :

“pemilik ternak hanya disuruh membuat surat pernyataan untuk

tidak mengulangi kesalahannya karena lama prosesnya kiu dilakukan

- penyidikan, dan - ternak yang terjaring razia tidak ada yang urus
dikandang penampiungan jadi langsung diserahkan sama pemiliknya”

Wawancara, 11 Januari 2018)

Meskipun dalam Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Temak Kabupaten Kabupaten

Pasangkayu telah menggambarkan struktur birokrasi yang jelas akan
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tetapi menurut pengamatan penulis dilapangan bahwa seluruh instansti
yang terkait belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana

mestinya.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah
No 03 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan
Ternak Kabupaten Pasangkayu

Adapun faktér pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah No 03
Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak menurut
pengamatan penulis dilapangan adalah sebagai berikut :
Faktor Pendukung

Jumlah aparat dan seluruh instansi yang terkait seharusnya menjadi faktor
pendukung dari penerapan Peraturan Daerah tentang hewan ternak ini. Di dalam
Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 ini sangat jelas bahwa instansi yang terlibat
dan bertanggung jawab atas implementasi Peraturan Daerah ini adalah Dinas
Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu
serta pejabat penyidik yaﬂg ditunjuk oleh Bupati untuk menegakan aturan dalam

Peraturan Daerah tersebut.

Faktor Penghanibat

Sosialisasi yang tidak efektif oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten
Pasangkayu dikarenakan karena tidak adanya waktu sosialisasi, dan tidak adanya

anggaran untuk melakukan sosialisasi, serta kurangnya perhatian aparat pelaksana
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terhadap Peraturan Daerah ini menyebabkan penyampaian informasi kepada
masyarakat sangat minim.

Sarana dan prasarana yang tidak menunjang dalam penerapan
implementasi peraturan déerah tersebut seperti tidak adanya kandang permanen
yang disediakan untuk menampung hewan ternak yang terjaring razia yang
dilakukan oleh Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu. Berikut petikan
wawancara penulis dengan salah satu pegawai Badan Satpol-PP dan Damkar
f Kabupaten Pasangkayu bapak MH:

:, b “tidak adanya anggaran yang digelontorkan oleh pihak pemda untuk
2 biaya pembuatan kandang penampungan”
(Wawancara, 11 Januari 2018)

Tidak adanya sarana dan prasarana untuk sosialisasi kebiajkan yang
telah dikeluarkan seperti spanduk, pamflet, dan papan pengumuman.

! ; Kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang belum

menganggap hal seperti itu merupakan sesuatu yang urgent, sehingga kesadaran
o masyarakat masih kurang terutama di pedesaan. Penulis banyak menemui
keluhan dari masyarakat yang merasa tergénggu akibat berkeliarannya hewan

ternak di fasilitas umum yang bahkan bisa menimbulkan konflik.

1. PEMBAHASAN

L Evaluasi kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Pasangkayu, dan

| : Kecamatan Bambalamotu belum memberikan hasil yang maksimal. Hal im
! dapat dilihat dari banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan

masyarakat dan fasilitas umum. Sejak diterbitkannya kebijakan penertiban
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ternak pada tahun 2010, pelaksanaan penertiban ternak hanya dilaksanakan sekitar
5-6 kali dalam setahun. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya  sosialisasi,
kegiataﬁ penertiban dan belum adanya alokasi dana operasional.

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu
kebijakan. Namun, evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian :
a. Evaluasi awal, sejak awal sejak dari proses perumusan kebijakan

sampai saat sebelum dilaksanakan (Ex-ante evaluation).

~ b. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring.

c. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan

kebijakan(ex-post evaluation).

Aspek Efektivitas

Terbukti bahwa dengan tidak jelasnya pengaturan siapa yang diberi
tugas dan tanggung jawab di dalam Kebijakan Penertiban Hewan Temak, maka
para birokrat mulai dan Dinas Pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun
para Lurah dan Kepala Desa tidak tahu siapa sebenarnya yang harus
menjadi leading sector —dalam penertiban hewan ternak tersebut. Padahal apabila
merujuk kepada bunyi Pasal 2 Peraturan Peinén'ntah Nomor 03 Tahun 2010
tentang Satﬁan Polisi Pamong Praja, sudah .djnyatakan .secaraf Jjelas bahwa
Satpo]-PP‘ mémpunyai tugas dan peranan penting dalam penegakan Perda dan
menyelenggarakan ketertiban di tempat umum dan ketentraman warga serta
melindungi masyarakat. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi
pula oleh kebijakannya itu sendiri, karena sebaik apapun kualitas implementor

dalam méngimp]ementasikan suatu kebijakan apabila kualitas kebijakan yang
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diimplementasikan kurang baik ataupun kurang lengkap substansinya, maka

hasil implementasinya pun tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Aspek Efisiensi

Secara konseptual bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan _
agar mencapai tyjuan yang telah ditetapkan, harus didukung dengan sumber
daya antara lain berupa biaya/dana yang memadai. Melaksanakan suatu
kebijakan  atau kegiatan apapun seharusnya didukung dengan dana yang
memadal karena setiap pelaksanaan kegiatan  apapun  memang diperlukan
dukungan biaya, tanpa dukungan biaya yang memadai maka kegiatan apapun
tidak akan dapat terlaksana secara baik dan hasil yang dicapaipun tidak akan
optimal. Aspek Kecukupan Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak
belum cukup untuk mengatasi masalah ternak yang berkeliaran karena masih
banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan, lokasi perkantoran, l-okasi

permukiman, pasar dan lokasi fasilitas umum lainnya.

Aspek Perataan

Aspek perata_én dalém pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan
Ternak tidak terjadi karena untuk pelaksanaan penerh'baﬁ hewan ternak,
tidak  dialokasikan biajra-operasional, baik kepﬁdé Dinas Pertanian, Satuan
Polisi Pamong Praja, Kelurahan maupun kepada Desa sebagai pelaksana
penertiban hewan ternak, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada aspek
efisiensi di atas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Kebijakan  Penertiban

Hewan Ternak menjadi tidak maksimal. Ketiadaan alokasi dana janganlah
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dijadikan satu-satunya alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan demi
pemenuhan kepentingan masyarakat. Disini sebenarnya seorang pemimpin
dituntut untuk melakukan perubahan mind set dalam pelaksanaan kegiatan dan
anggaran dari task oriented menjadi service oﬁented karena pejabat birokrasi
pada dasarnya merupakan pelayan masyarakat yang seharusnya dalam
pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dikelolanya senantiasa berorienasti

kepada kepentingan masyarakat.

Aspek Responsivitas

Dasarnya masyarakat justru memiliki responsivitas yang baik terhadap
penerapan penertiban  tersebut. Dengan  demikian sebenarnya para j)elaksana
Kebijakan itu yang harus memperbaiki sistem dan cara kerjanya dalam
melaksanakan penertiban hewan termak karena respon dari masyarakat pada

dasarnya sudah sangat baik.

Aspek Ketepatan

Keberadaan kegiatan penertiban hewan ternak | sangat  diperlukan,
baik -oleh para birokrat  pelaksana perda maupun . oleh masyarakat
karena: masyarakat merasakan #danya manfaat dari adanya penertiban
hewan ternak yang pemeliharaannya tidak djkahdangkan- ‘dan. berkeharan di
tempat-tempat umum yang Vdapat mengganggu keindahan kota, ketertiban
umum, kerusakan tanaman masyarakat oleh ternak dan kenyamanan

pengendara di jalan raya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
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sangatlah tepat diterbitkannya Perda yang mengatur tentang penertiban hewan

ternak di Kabupaten Pasangkayu ini.

Adapun kelebihan dan kelemahan dan penelitian Implementasi Peraturan
Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di
Kabupaten Pasangkayu yaitu sebagai berikut :

1. Kelebihan

Pembagian tugas jelas, dapat berjalan dengan cepat dan tepat, kesiapan para aktor
dalam mengimplementasikan kebijakan, pemimpin memiliki rentang kendali
bawah yang baik

2. Kekurangan

Tidak adanya aspirasi dan bawah, mengabaikan kondisi lingkungan, tidak ada

kontrol pada pimpinan sehingga rentan penyalahgunaan wewenang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf
77

| BABYV
' PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelasakan pada bab
sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang
diteliti yaitu Implementasi Peraturan. Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang
Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Kabupaten Pasangkayu
adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa
Perda No 03 Tahun 2010 Tentang tentang Pengawasan dan Penertiban
Ternak belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang
masih harus diperbaiki.

; | 2. Adapun parameter yang menyebabkan Implementasi Perda No 03 Tahun
2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak belum efektif
yaitu :
| g a. Komunikasi, sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana belum
maksimal serta masyarakaf yang belum mengetahui tugés, fungsi dan -
perannya masing-masing. |
b. Sumber daya, dari segi pelaksanaanya sumber daya dan perangkat

organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal.

c. Disposisi, pelaksanaan upaya penegakan peraturan daerah belum

kontinyu dan berkelanjutan hal ini berkaitan dengan sikap dan
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konsistensi implementor yang terkesan mengabaikan Perda
tersebut.

d. Struktur birokrasi, instansi yang terkait dalam
mengimplementasikan Perda tentang hewan ternak serta alur dan
mekanismenya sudah jelas dalam Perda tersebut, namun implementor
belum bisa berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.
Masih banyaknya pekerjaan yang belum terkoordinasi dengan jelas

pada wilayah kerja masing-masing instansi pelaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-
saran sebagai berikut :-

a. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui instansi yang terkait dengan
Perda tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi
sesuai dengan isi Perda No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan

| Penertiban Ternak tersebut agar memberikan efek jera bagi masyarakat
yang melanggar aturan Perdé tersebut. -

b. Diharapakan kepada stakeholder untuk menegakan aturan yang berlaku
karena bagaimanapun aturan berupa Perda .sebagai éuatu i)roduk hukum
daerah yang telah ditetapkan harus dijunjuﬁg tinggi dalam pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan.

c. Diharapakan kepada lembaga-lembéga seperti LSM, Ormas, lembaga

kepemudaan untuk menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten
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Kabupaten Pasangkayu dalam mengawal dan menegakan aturan yang
termuat dalam Perda tersebut.

d. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari Perda No
03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten
Pasangkayu untuk mematuhi dan mengamalkan Perda tersebut dengan
penuh rasa tanggung jawab demi menciptakan Kabupaten Pasangkayu

yang tertib, aman dan tentram.
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Lampiran 1. Pedoman wawancara

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERNAK DI
KABUPATEN PASANGKAYU

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)
DATA INFORMAN :

a. Nama
b. Jabatan
c. Instansi
a. Kebijakan
1. Sebagai  pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu  bisa
menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?
2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk
mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak
tersebut ?

3. Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut,

apa tujuan yang ingin dicapai ?

b. Struktur
1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang
dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memenuhi

kepentingan masyarakat umum dan peternak?
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2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap

3.

keberadaan hewan temak yang berkeliaran di kawasan umum ?

Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures)
dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini,
apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk

Teknis) ?

¢. Sumber Daya

1.

Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ?
Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?
Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

d. Komunikasi

1.

Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan
sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan

mereka?

. Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan

ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut? | .

Siapa saja Vyang bberperan dalam pelakbsanéan kebijakan
penertiban hewan ternak ini?

Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum

kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?
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e. Kecenderungan (Disposisi)
1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan
hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?
2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten

Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?

f. Masalah dan Prospek
1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga
pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

2. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Peternak)

DATA INFORMAN :

a. Nama
b. Jenis Kelamin

¢. Jenis Ternak

a. Kebijakan
1. Kebijakan bagaimana yang Saudara harapkan dari Pemerintah
| Daérah Kabupaten Pasangkayu untuk menduicung kegiatan penertiban
- hewan terak ? |
b. Struktur
1. Apakah  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pasangkayu telah
memberikan  informasi  sebelumnya tentang perda penertiban

hewan ternak ?
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¢. Sumber Daya
1. Dalam pelaksanaan kebijakan perda ini, fasilitas apa saja

yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ?

d. Komunikasi
1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan perda tentang
penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu terhadap hewan temak Saudara ?
2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu terhadap pelaksanaan kebijakan perda

tentang penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?

e. Kecenderungan (Disposisi)
1. Adakah tindakan pemungutan retribusi terhadap hewan ternak
yang terazia berkeliaran bebas yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Pasangkayu setelah pelaksanaan kebijakan perda ini ?

3. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Masyarakat |

- DATA INFORMAN

a. Nama
~ b. Jenis Kelamin

c. Pekerjaan

a. Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya kebijakan

penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?
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| b. Sumber Daya
1. Apakah keuntungan/kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada masyarakat tentang adanya perda penertiban hewan

ternak ?

c. Komunikasi
1. Bagaiaman dampak keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di
jalan raya dan bagaimana tanggapan Saudara sebagai pengguna

jalan tersebut ?
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LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA

1.

Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

DATA INFORMAN :
a. Nama : Naslah, S.Pt, M.Si
b. Jabatan : Kepala Dinas
d. Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu
a. Kebijakan
1. Sebagai  pelaksana kebijakan, apakah Bapak/lbu bisa

menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Awal terbentuknya Perda tentang penertiban hewan ternak ini
berawal dari banyaknya hewan ternak masyarakat yang berkeliaran
di fasilitas umum, seperti jalan raya dan pemukiman umum yang
dimana sangat mengganggu lalu lintas péngguna jalan dan sangat
mengganggu kenyamanan masyarakat karena memakan tanaman
yang ada di pekarangan rumah mereka.

Apa saja -y;lng ~menjadi peraturan-pemthrax.l' 'pelaksana untuk
menduktﬁg terlaksananya kebijakaﬁ "penc;.rtiban hewan ternak
tersebut ?

Jawab :
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Untuk mendukung peraturan tersebut salah satunya adalah Perda
Kabupaten Mamujil Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut,
apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawab :

Yaitu terciptanya kofa pasangkayu yang nyaman dan bersih tanpa
hewan ternak yang berkeliran dan kotoran ternak di fasilitas umum
pada umumnya, dan tercatatnya hewan ternak dan pemiliknya

melalui pendataan oleh petugas pada saat razia.

b. Struktur

1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang

dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memenuhi
kepentingan masyarakat umum dan peternak?

Jawab :

Ya, sangat memenuhi permintaan masyarakat akan penertiban

hewan ternak yang sering berkeliaran di pemukiman mereka.

- Manfaat Untuk peternak yaitu adanya pémberian vitamin dan

vaksin yang diberikan cuma-cuma oleh petugas apabila ada hewan

ternak yang membutuhkannya.

2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap

keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?
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Jawab :
Sangat mengganggu sekali, ini karena banyaknya kotoran hewan
ternak seperti sapi yang banyak terdapat di jalan raya bahkan

sampai di kompleks perkantoran pemerintah daerah.

. Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures)

dalam pelaksanaan keEijakan"perda penerﬁbm hewan ternak ini,
apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk
Teknis) ?

Jawab :

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti disertai dengan Juklak.
Tapi proses penertiban di lapangan biasanya bersifat insidentil saja

karena minimnya dana yang tersedia

¢. Sumber Daya

1.

Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ?

Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran ?

Jawab :
~Belum ada penetapan alokasi angaran khusus untuk mendukung
. penertiban hewan ternak ini

. Adakah fasilitas-fasilitas 'yang memadai yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?
Jawab :
Hanya berupa kandang darurat untuk hewan ternak yang terazia

oleh petugas.
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d. Komunikasi

1. Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan

sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan
mereka?
Jawab :
Penyampaian informasi tentang adanya perda penertiban hewan
ternak telah kami sampaikan dalam bentuk sosialisasi. Bentuk

sosialisasinya biasanya bersamaan dengan adanya monitoring ke

4kelompok dalam rangka pemberian vaksin atau vitamin ke hewan

ternak yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan

. Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan

ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?

Jawab :

Implementasinya yaitu dengan diterbitkannya Perda Nomor 03

Tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak

. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan

penertiban hewan ternak ini? o : -
Jawab:
Satpol PP dan Damkar, Dinas Pertanian sendiri, Kelurahan, serta

Babinkantibmas

. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum

kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf
91

Jawab :
Yaitu dengan melakukan briefing terlebih dahulu dengan pihak
satpol untuk razia pada saat penertiban.

5. Bagaimana koordinasi dehgan Pihak Kecamatan?
Jawab :
Adanya penyampaian surat secara tertulis tentang akan adanya
penertiban di daerah yang telah di tentukan

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan
hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?
Jawab :
Belum ada

2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabﬁpaten
Pasangkayn dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?
Jawab :
Belum ada tindakan yang siginifikan untuk meﬁgelolah perda ini,
i dikarenakan karena tidak adanya anggafan yang teralokasi
untuk perda tersebut | |

f. Masalah dan Prospek 7

1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga

pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf
92

Kendala pada saat persiapan yaitu tentang penetapan harga
denda/uang tebusan akan ternak yang kena razia. Sedangkan pada -
saat pelaksanaan yaitu tidak adanya anggaran yang teralokasi
khusus untuk perda penertiban hewan ternak

2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?
Jawab :
Sudah pernah tapi belum rmaksimal, ini bisa dilihat dari masih

adanya hewan ternak yang berkeliaran di sekitar fasilitas umum

seperti jalan raya.
DATA INFORMAN :
a. Nama :  Mulyadi Halim, S.Pd, M.Si
b. Jabatan :  Kepala Badan
c. Instansi : Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Pasangkayu
a. Kebijakan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, épakah Bapak/Ibu  bisa
.n.le_njelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah .
Kabupéfen Pasangkayu untuk peﬁertiban hewan ternak ?

Jawﬁb : | |
Mungkin karena banyaknya hewan temak yang berkeliaran di

sekitar pemukiman masyarakat dan fasilitas umum
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2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk

mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak
tersebut ?

Jawab :

Aturan  tentang  mewajibkan  setiap peternak  untuk
mengkandangkan hewan ternaknya di setiap kecamatan, tapi belum
dibuat peraturannya.

Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut,
apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawab :

Menciptakan kota Pasangkayu yang bebas dari kotoran ternak

seperti kotoran temak sapi

b. Struktur

1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang

dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memenuhi
kepentingan masyarakat umum dan peternak?

Jawab : |

Sampai saat ini menienuhi kebutuhan mﬁsyafakat dan peternak.
Karena dalam perda'tersebut telah diatur denda ;cltau uang tebusan

yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang terazia ternaknya

. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap

keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?

Jawab :
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Merusak pemandangan kota pada umumnjra dan meresahkan warga
pada khusunsya karena ternak sapi tersebut masuk kedalam

pekarangan warga

. Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures)

dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini,
apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk
Teknis) ? |

Jawab ;

| Juklak yang mengatur ada, tapi biasanya pemilik ternak hanya

disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi
kesalahannya karena lama prosesnya kiu dilakukan penyidikan, dan
tenak yang terjaring razia tidak ada yang urus dikandang

penampungan jadi langsung diserahkan sama pemiliknya

¢. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini 9

Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran ?

Jawab :

Semua berasal dari dana OPD masing-masing. Belum ada

| penganggaran khusus untuk perda tersebut.

. Adakah fasilitas-fasilitas yang mémadai yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf

95

Belum ada fasilitas khusus dari pemda. Jumlah personil kami di
kesatuan Sapol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu sekitar
kurang lebih 200 personil, tapi kalau pas ada perintah untuk
melakukan razia hanya sekitar 15-30 orang saja im1 dikarenakan

karena kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemda.

d. Komunikasi

L.

|3

Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan
sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatﬁr tentang kegiatan
mereka?

Jawab :

Sepertinya ada semacam sosialisasi

Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan
ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?

Jawab :

Yaitu dengan memberikan sanksi yang éepadan dengan harga

ternak yang terazia. Semua sudah diatur dalam perda

" Siapa-- saja yang berperan dalam pelal\sanaan kebijakan

penertiban hewan ternak ini?
Jawab :
Satpol PP dan Damkar, Dinas Pertanian sendiri, Kelurahan, serta

Babinkantibmas
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4. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum

kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

Jawab :

Dengan mengumpulkan anggota yang sedang bertugas hari itu
kemudian briefing sejenak dengan instansi terkait seperti dinas
pertanian

Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?

Jawab :

Sampai sekarang belum ada koordinasi yang jelas dengan piﬁak
kecamatan karena kurangnya sosialisasi. Ini dapat dilihat dengan
masih banyaknya ternak yang berkeliaran seperti di Kec.

Bambalamotu

e. Kecenderungan (Disposisi)

1.

™

Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan
hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?

Jawab:

Tidak ada sampai sé:karang

Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten
Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban- }iewaﬁ fernak?
Jawab : o

Dalam penegakan Peraturan Daerah baik wilayah kecamatan

sampai di tingkat desa belum efektif, karena mereka masih
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menganggap bahwa hewan ternak tersebut tidak terlalu
mengganggu
f. Masalah dan Prospek

1. Kendala apa saja yang dibadapi pada saat persiapan hingga
pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?
Jawab :
Tidak adanya anggaran yang digelontorkan oleh pihak pemda
untuk biaya pembuatan kandang penampungan

2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?
Jawab :
mungkin itu ranahnya dinas pertanian, kami hanya bagian razia

hewan terak pada saat penertiban

DATA INFORMAN :
a. Nama. :  Abdul Xahar, SP, M.Si
b. Jabatan :  Sekretaris Dinas

c. Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu
 a Kebijakan -
‘1. Sebagai  pelaksana kebijakan, apakah - Bapaklbu  bisa
menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah

Kabupaten Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?

Jawab :
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Untuk menertibkan hewan ternak khusunya Sapi yang banyak
berkeliaran di pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya

Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk
mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak
tersebutl?

Jawab :

Mungkin sudah tertuang jelas dalam Perda Nomor 03 Tahun 2010
tentang Penertiban Hewan Ternak

Dengan teﬂaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut,
apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawab :

Menertibkan hewan peliharaan warga khususnya yang berdomisili
di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Pasangkayu dan Kec.

Bambalamotu

b. Struktur

1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang

dibentuk Qleh Pemerintah  Kabupaten Pasangkayu memenuhi
kepentingan masyarakat umum dan péternak? -

Jawab: |

Pada dasarnya belum memenuhi secara keseluruhan karena masih
banyak juga warga yang masih membiarkan hewan ternaknya

berkeliaran di jalan raya dan pemukiman warga
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2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap

keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?
Jawab :

Sangat mengganggu pengguna jalan. Kita tau bahwa pasangkayu
termasuk dalam kategori jalan pemerintah yg menghubungkan dua
provinsi yaituv sulbar dan sulteng. Dimana lalulintas kendaraan

sangat padat yang melewati jalur provinsi tersebut

. Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures)

dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini,
apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk
Teknis) ?
Jawab :
Sepengetahuan saya belum ada juklak yang mengatur khusus

peraturan tersebut

¢. Sumber Daya
1. Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ?
Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran ?

: deab s

Belum ada penetapan anggaran khusus untuk pengawalan

kebijakan perda ini

. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

Jawab :
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Sepertinya belum ada, hanya beberapa vaksin dan vitamin saja

untuk hewan yang dianggap perlu mendapat perlakuan khusus pada

saat kena razia

d. Komunikasi

1.

Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan

sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan

mereka?

Jawab :

Ada, yaitu pada saat petugas melakukan vaksin atau monitoring ke
kelompok yang mendapat bantuan pemerintah dan mengenai perda
penertiban hewan memang sudah ada di kabupaten pasangkayu,
biasa kami lihat Satpol PP pergi kejar-kejar sapi di sekitar
kompleks perkantoran bupati

Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan
ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?

Jawab :

Dengan menerbitkan suatu perda khuéus untuk penertiban hewan
ternak yaitu perda nomor 03 tahun 2010

Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan
penertiban hewan ternak ini?

Jawab :
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. Stekholder yang ada di kabupaten pasangkayu seperti Dinas

Pertanian itu sendiri, Satpol-PP, Babinsa dan pihak Kelurahan itu

sendiri

; 4. Bagaimana persiapan- koordinasi yang dilakukan sebelum
1 ‘ kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

|

! Jawab :

Adanya sosialisasi awal kepada masyarakat akan pentingnya

membuat kandang khusus hewan ternaknya agar tidak berkeliaran

5. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?
Jawab :
| Pihak Kecamatan selalu dilibatkan dalam setiap sosialisasi yang

diadakan oleh dinas

!; i e. Kecenderungan (Disposisi)
| | 1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan
| hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?
i Jawdb :
'. Belum ada hukum yang mengatur untuk keberadaan hewan ternak
| i ' ~ tersebut | | | | B
| 2. Apakah ada tmdakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten
!

l Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?

Jawab :
Belum ada, karena penganggaran untuk operasional penegakan

perda tersebut belum ada juga
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f. Masalah dan Prospek

1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga

pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Minimnya pemahaman masyarakat yang mempunyai hewan ternak
agar mengkandangkan hewan ternaknya bukannya dilepas begitu

saja untuk mencari ramput

. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

Jawab :

Khusus untuk penegakan perda ini sepertinya belum ada

DATA INFORMAN :
a. Nama : Hasnda, S.Pd
b. Jabatan : Kepala Bidang Peternakan
c. Instansi :  Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

a. Kebijakan

1. Scbagai pelaksana kebijakan, - apakah BapakMbu bisa

ménjelaskan “latar belakang diBerituknya kébijakan Pemerintah
Kabupafen Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Pasangkayu bisa
dikatakan cukup banyak. Sedaﬁgkan pemahaman akan beternak

yang baik dan benar hanya sebagian masyarakat yang paham.
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Inilah yang membuat banyaknya hewan temmak berkeliaran di
fasilitas umum yang membuat resah pemerintah daerah akan
ketertiban ditempat umum. Inilah yang melandasi terbitnya perda
Nomor 03 Tahun 2010

Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk
mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak
tersebut ?

Jawab :

Belum adanya aturan pelaksana yang mengikat untuk mendukung
terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak

Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut,
apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawab :

Memberi rasa nyaman pada warga yang biasa terganggu oleh

banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman mereka

b. Struktur

dibentuk oleh Pemerintah  Kabupaten Pasangkayu memenuhi
| kepeﬁtingan masyaxakat umum dan peternak?

Jawab :

Setidaknya apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi

oleh adanya perda tentang penertiban hewan temak ini

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf

104

2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap

keberadaan héwan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?
Jawab :

Menjadi perhatian khusus oleh Bapak Bupati, karena banyaknya
laporan yang masuk tentang keresahan masyarakat yang

pekarangan rumahnya dirusak oleh hewan ternak seperti sapi

. Bagaimana mekanisme prosedur (Standard Operating Procedures)

dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini,
apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk
Teknis) ?

Jawab :

Juklak yang mengatur ada, tapi belum maksimal penerapannya di

lapangan karena banyaknya faktor pendukung yang tidak terpenuhi

¢. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ?

Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran ?

Jawab :

‘Tidak adanya sosialisasi khusus untuk peraturan daerah tersebut,

karena memang tidak dianggarkan. Biasanya kalau ada pegawai

dari Dinas Pertanian yang melakukan kunjungan ke kelompok

~ ternak kami sisipkan waktu untuk melakukan sosialisasi

. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh

Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf

105

Jawab :

Belum ada

d. Komunikasi

1.

Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan
sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan
mereka?

Jawab :

Sebelum dan sesudah diterbitkannya perda tersebut telah ada
sosialisasi di masyarakat

Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan
ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?

Jawab :

Yaitu dengan melakukan sosialisasi yang terus menerus tanpa henti
tentang penertiban hewan ternak

Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan
penertiban hewan ternak ini?

Jaﬁab : |

Selﬁua yang terlibat dalam perda Norﬁor 03 Tahun 2010 yaitu
Satpol PP, Dinas Pertanian serta pihak Kecamatan dan Kelurahan
Bagaimana persiapan  koordinasi yang dilakukan sebelum
kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

Jawab :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43711.pdf
106

i ! Mengadakan sosialisasi di masyarakat akan pentingnya membuat
. kandang komunal untuk hewan ternaknya

| 5. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?

Jawab :

Kami sering koordinasi sampai tingkat kelurahan tentang

pentingnya penertiban hewan ternak

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan
:’ hewan temak di Kabupaten Pasaﬁgkayu?
i '; Jawab :
!. i Belum ada hukum sampai saat ini
’i; , 2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten
k : Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?
Jawab :

, | : Hanya sampai sebatas sosialisasi di masyarakat saja

f. Masalah dan Prospek

_ 1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga

pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini? -

} |  Jawab:
" Kurangnya pemahaman peternak akan pentingnya pembuatan
|
|

kandang komunal untuk hewan ternaknya

2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?
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Jawab :
Kami sering sekali melakukan sosialisasi apabila petugas turun ke

lapangan untuk memvaksin hewan ternak

2. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Peternak)

DATA INFORMAN :

a. Nama : Hj. Hafida

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. Jenis Ternak :  Sapi Potong
a. Kebijakan

1. Kebijakan bagaimana yang Saudara harapkan dari Pelﬂerintah
Daerah Kabupaten Pasangkéyu untuk mendukung kegiatan penertiban
hewan ternak ?

Jawab: .
Kami hanya ingin hewan ternak kami yang kena razia diperlakukan

dengan baik pada saat penertiban: oleh Satpol -PP

b. Struktur _
1. Apakah  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pasangkayu telah
memberikan informasi sebelumnya tentang perda penertiban

hewan ternak ?

Jawab : |
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Informasi tersebut kami dapat dari petugas Dinas Pertanian saat

monitoring dan evaluasi ternak pemerintah di kelompok kami

¢. Sumber Daya

1. Dalam pelaksanaan kebijakan perda ini, fasilitas apa saja

yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ?
Jawab :
Pemberian vaksin dan vitamin pada temak yang dianggap perlu

mendapat perlakuan khusus

d. Komunrikasi

1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan perda tentang

penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu terhadap hewan temak Saudara ?

Jawab :

iya tawji bilang ada Peraturan Daerahnya tapi kalau diikatji sapi
dibelakang rumah siapa mau kasi makan? Jadi kami lepaskan

supaya cari makan sendiri

. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten .Pasangkayu terhadap pelaksanaan. .kebijakan: perda
teﬂhng penertiban hewan ternak di lingkungan éaudara ?

.Jawab :

Dengan penyampaian langsung kepada anggota kelompok, pernah juga
dengan cara berkumpul di Balai Kelurahan untuk menerima sosialisasi

perda tersebut
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e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah tindakan pemungutan retribusi terhadap hewan ternak
yang terazia berkeliaran bebas yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Pasangkayu setelah pelaksanaan kebijakan perda ini ?
Jawab :

Ada, tapi biasanya hanya disuruh buat surat pernyataan saja untuk
tidak mengulanginya lagi. Siapa mau kasih makan sapiku kalau
kuikat di kebun atau di belakang rumah karena saya juga ini
banyak kukerja. Daripada saya ambilkan makanan lebih baik

kulepas saja nanti sore lagi baru kucari untuk kubawa pulang

DATA INFORMAN :

a. Nama : Ilham

b. Jenis Kelamin : Lalki-laki

c. Jenis Ternak : Sapi Potong

a. Kebijakan
1. Kebijakan bagéimana yang Saudara harapkan dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk mendukung kegiatan penertiban
.he\vantemak?"- o | o
Jawab : |
Dihapuskannya uang tebusan/denda yang diberikan oleh masyarakat

apabila ada hewan ternaknya yang terazia
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b. Struktur

1. Apakah  Pemerintah  Daerah Kabupaten Pasangkayu telah

memberikan informasi sebelumnya tentang perda penertiban

hewan ternak ?
Jawab :
| Iya ada
‘ ? ¢. Sumber Daya
I : 1. Dalam pelaksanaan kebijakan perda ini, fasilitas apa saja
: yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ?
i Jawab :
! Pengobatan gratis pada termak yang sakit oleh petugas dari Dinas
Pertanian
} ' d. Komunikasi
1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan perda tentang
penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah
| Kabupaten Pasangkayu terhadap hewan temak Saudara ?
| . Jawab :
[ | ! : . » Sangat memberatkan kérena kami harus membayar vang tebusan untuk
| - | ‘ .temak kami sendin

EH. } 2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemermtah

Kabupaten Pasangkayu terhadap pelaksanaan kebijakan perda

tentang penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?

Jawab :
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! f Biasanya penygmpaiannyadimasjid pada saat Shalat Jumat
e. Kecenderungan (Disposisi)
1. Adakah tindakan pemungutan retribusi terhadap hewan ternak
yang terazia berkeliaran bebas yang dilakukan oleh Pemerintah

Kabupaten Pasangkayu setelah pelaksanaan kebijakan perda ini ?

»

K Jawab :
|

7 Ada
t

3. Pedeman Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

:'; DATA INFORMAN :

a. Nama : Baharuddin
b. JenisKelamin  : Laki-laki
! c. Pekerjaan : Petani

a. Kebijakan

3. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya kebijakan

| . penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?
Jawab :

_‘Cukup' ‘membantu karena banyaknya hewan ternak yang

.berkeliaran di pemukiman Warga Bahkan ditempat kami di

Kecamatan Bambalamotu ternak sapi yang berekeliaran dianggap

hama karena merusak tanaman yang ada di pekarangan rumah

warga
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b. Sumber Daya

1. Apakah keuntungan/kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah kepada masyarakat tentang adanya perda penertiban hewan

ternak ?
Jawab :
Saya kira kontribusi itu untuk hewan ternak itu sendiri. Karena kami
pemnah melihat adanya penyuntikan vaksin atau vitamin pada termak
yang terazia oleh Satpol-PP
c. Komunikasi
Bagaimana dampak keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan
raya dan bagaimana tanggapan Saudara sebagai pengguna jalan
tersebut ?
Jawab :
Dampaknya sangat membahayakan pengguna jalan lainnya karena
seringnya terjadi kecelakaan di jalan raya akibat dari hewan ternak

seperti sapi yang tiba-tiba menyebrang jalan.
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Hewan ternak yang berkeliaran di areal perkantoran pemerintah
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